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Abstrak 

Studi tentang relasi Islam dan politik berusaha untuk memahami peran agama dalam politik 
dan peran politik dalam agama, terutama dalam konteks negara bangsa. Implementasi relasi 
Islam dan negara terbagi dalam paradigma. Ketiga paradigma tersebut meliputi relasi 
integralistik, sekuleristik dan simbiotik. Dalam pelaksanaannya, ketiga paradigma ini 
dijalankan secara berbeda oleh banyak negara muslim. Hasil tinjauan terhadap berbagai 
literatur studi Islam dan politik di berbagai negara menunjukkan adanya keberbagaian varian 
dalam setiap paradigma. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor sejarah, dampak 
kolonialisme, sistem politik, budaya dan konfigurasi politik di negara-negara tersebut. Tidak 
mudah bagi negara berpenduduk muslim untuk menetapkan satu varian secara murni karena 
faktor-faktor tersebut. Bentuk implementasi setiap paradigma menunjukkan bahwa relasi 
Islam dan negara terus akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika politik. 
Negara muslim sekuler bisa membuka ruang bagi munculnya peran agama karena desakan 
warganya yang semakin religius. Demikian juga negara Islam bisa membatasi aktivitas Islam 
politik jika mengarah pada radikalisme.  
Kata kunci: Islam, negara, integralistik, sekularistik, simbiotik.    

Pendahuluan 

Studi tentang relasi Islam dan negara atau relasi Islam dan politik tidak bisa dilepaskan dari tiga 

paradigma utama. Paradigma tersebut adalah paradigma integralistik, paradigma sekularitik dan paradigma 

simbiotik (A.Sonjaya dan B. R. Diningrat, (2023). Ketiga paradigma tersebut menjadi alat analisis utama untuk 

melihat bentuk dan pola hubungan negara dan agama di banyak negara berpenduduk muslim. Dalam studi tentang 

Islam dan negara di Indonesia, misalnya, ditemukan kesimpulan bahwa relasi Islam dan negara bersifat simbiotik. 

Hal ini dilihat dari posisi Islam yang tidak menjadi dasar negara, tetapi menjadi sumber nilai dan hukum yang 

memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan negara. Indonesia tidak menjadi negara Islam dan tidak pula 

menjadi negara sekuler yang melarang agama terlibat dalam urusan publik. Dasar negara Pancasila merupakan 

sebuah bentuk kompromi antara gagasan negara Islam dengan negara sekuler (Rizkianto, 2022).   

Sementara di Pakistan, relasi Islam dan negara bersifat integralistik. Pakistan menjadikan Islam sebagai 

dasar negara dan menetapkan negara republik tersebut sebagai negara Islam (M. Ahmed & S. M. Sharif, 1963). 

Sementera Mesir juga menjadikan Islam sebagai agama resmi negara dan menempatkan syariat Islam sebagai salah 

satu hukum positif, tetapi pada dasarnya Mesir adalah negara demokratis sosialis. Walaupun menyebut dirinya 

negara demokratis, hingga revolusi Arab Spring tahun 2010 Mesir belum sepenuhnya bisa disebut sebagai negara 

demokratis (S. Samir & M. H. Basyar, 2022).  
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Turki merupakan negara modern yang terletak di benua Asia dan Eropa. Negara ini merupakan bekas 

imperium Islam Ustmaniyah yang sangat berpengaruh di Eropa dan Asia. Sejak tahun 1924, kekhalifahan 

Utsmaniyah berakhir setelah Kemal Ataturk membubarkan kekhalifahan dan membentuk Turki menjadi republik 

sekuler. Hubungan Islam dan negara di Turki sekuler penuh ketegangan. Islam diasingkan dari kehidupan publik. 

Bahkan ajaran, simbol dan syiar Islam dilarang oleh pemerintah sekuler Turki. Turki menjadi negara muslim yang 

dapat diklasifikasi sebagai penganut paradigma sekularistik dalam konteks relasi Islam dan negara. Walaupun 

akhir-akhir ini, sejak Erdogan menjadi pemimpin Turki, gerakan Islam semakin menguat di Turki (A. A.Domo, 

N.Bachtiar  & Zarkasih, Z. 2018).   

Tulisan ini bermaksud untuk melihat secara umum relasi Islam dan negara di berbagai negara muslim 

utama di dunia Islam. Keragaman pola relasi Islam dan negara memperkuat satu asumsi teoritis bahwa relasi Islam 

dan negara tidak tunggal dan memiliki banyak wajah. Dalam tiga paradigma relasi Islam dan negara, bentuknya 

sangat beragam dari setiap paradigma, sehingga memungkinkan untuk ditemukan adanya paradigma lain yang 

dapat lebih menjelaskan relasi Islam dan politik secara lebih holistik.   

Landasan Teoritis 

Ada tiga paradigma dalam kajian tentang relasi Islam dan politik. Pertama, paradigma integralistik yang 

memandang bahwa Islam dan politik tidak bisa dipisahkan (ad-din waddaulah). Islam dan negara menyatu dan tidak 

bisa dipisahkan. Paradigma ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk penempatan Islam sebagai dasar negara 

serta pemberlakuan secara formal hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Paradigma integral ini tidak 

membolehkan hukum Islam hanya menjadi sumber hukum bersama sumber hukum lainnya. Formalisasi syariat 

merupakan bagian tidak tidak bisa dipisahkan dari kewajiban negara (C. Supriadi, 2015).   

Kedua, paradigma sekuleristik yang memisahkan antara Islam dan negara secara penuh. Islam dan negara 

adalah dua entitas yang berbeda sehingga tidak bisa disatukan dalam satu wadah politik. Kehidupan publik dan 

hukum negara tidak bisa diatur oleh agama, tetapi harus diatur oleh kesepakatan berdasarkan nilai-nilai kebebasan 

yang sekuler. Paradigma ini menolak formalisasi hukum syariat dan menempatkan agama sebagai masalah pribadi. 

Negara tidak mengurus agama dan agama tidak mengurus negara (D. Witro, 2020).  

Ketiga, paradigma simbiotik yang melihat bahwa Islam dan negara saling membutuhkan satu sama lain. 

Hubungan Islam dan negara bersifat timbal balik. Negara menyerap nilai-nilai agama dan agama memperkuat 

negara. Relasi ini ditunjukan dalam bentuk penempatan agama sebagai agama yang diakui negara dan hukum 

agama diambil sebagai salah satu sumber hukum positif. Negara memberikan ruang dan mendorong pertumbuhan 

agama, tetapi agama tidak menjadi dasar negara (A. Sonjaya & B. R. Diningrat, 2023).  

Metode Penelitian 

Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan tehnik kajian pustaka.  Metode yang digunakan adalah 

studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekontruksi dari berbagai 
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sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasilnya bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan 

desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan 

(Adlini, dkk , 2022). Sumber data yang dipergunakan dalam riset ini diambil dari mesin pencari googlescholar dan 

kumpulan artikel dalam jstor.org yang bisa diakses secara daring. Data-data tersebut kemudian dilakukan 

pemilahan secara tematik untuk membantu penulis menemukan klasifikasi paradigmatik tentang relasi Islam dan 

negara dalam tataran implementasi di berbagai negara muslim.  

Pembahasan Hasil Penelitian 

A. Relasi Integralistik 

Pakistan adalah sebuah republik Islam yang memisahkan diri dari India menjadi negara merdeka pada 

15 Agustus tahun 1947. Tidak diragukan lagi bahwa hubungan antara Islam dan negara di Pakistan sangat kuat 

(Sodiqin & Radiamoda, 2021).  Dari nama negaranya saja sudah terbaca dengan jelas bahwa negara yang 

dimerdekakan oleh Ali Jinnah ini tidak memisahkan Islam dan negara. Menurut MQ Zaman, Pakistan merupakan 

negara modern pertama di dunia yang mengumumkan dirinya sebagai negara Islam dan menjadi negara muslim 

terbesar kedua setelah Indonesia dengan populasi lebih dua ratus juta (Zaman, 2018). Pakistan memakai hukum 

Islam sunni karena mayoritas muslim di sana beraliran sunni dan minoritas menganut paham syiah. Walaupun 

menganut hukum Islam, Pakistan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tata negara modern atau nation-state 

yang mewarisi tradisi Inggris yang cukup kuat dengan sistem demokrasi parlementer yang kokoh (Weiss, 1986). 

Arab Saudi merupakan sebuah Kerajaan Islam paling modern saat ini bersama negara-negara kecil di 

Teluk. Islam dan monarki menyatu di negara yang memiliki dua tempat suci umat Islam, Mekkah dan Madinah. 

Monarki ini terbentuk tahun 1926 oleh keluarga Ibnu Saud.  Islam dan negara di Saudi tidak dapat dipisahkan 

karena secara historis di sanalah Islam pertama sekali muncul yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan 

menjadi tempat pertama lahirnya negara Islam di periode Nabi di Madinah (Rentz, 2019). Arab Saudi 

memberlakukan ajaran Islam berpaham Wahabi dan memberlakukan hukum Islam bermazhab Hanbali (van Eijk, 

2010). Dalam perkembangannya sebagai negara modern, pemerintah Saudi Arabia telah berusaha untuk 

menyesuaikan sejumlah aspek dari hukum Islam supaya dapat menjawab persoalan-persoalan berkaitan dengan 

masyarakat modern (Seaman, 1979).  

Negara Islam lainnya yang menarik adalah Iran. Berbeda dengan Pakistan dan Saudi Arabia yang 

menganut paham Islam sunni, Iran adalah sebuah republik Islam berpaham syiah. Secara ideologi, Syiah tidak 

sepaham dengan mayoritas muslim sunni tentang posisi para Sahabat Nabi yang mulia. Republik Islam Iran adalah 

hasil revolusi tahun 1979 yang menumbangkan rezim monarki Iran yang berumur 500 tahun. Dipimpin oleh 

pemimpin spiritual Iran, Ayatullah Khomeini, Iran melakukan perubahan konstitusi pada 1 April 1979 dan 

merubah bentuk negara dari monarki menjadi republik Islam. (Ramazani, 1980). Konstitusi Republik Islam Iran 

disebut sebagai Qanun-i Asasi-yi Islami-yi Iran yang berarti Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran. Islam 
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menjadi dasar negara Iran tetapi Iran memberikan pengakuan terhadap agama-agama minoritas baik dari sekte 

Islam diluar Syiah, maupun agama-agama lain termasuk Zoroaster, Kristen dan Yahudi (Gavahi, 2007).  

Di Asia Tenggara, negara yang menyebut diri sebagai negara Islam adalah Brunei Darussalam. Negara ini 

merupakan negara kecil berteraskan budaya Islam Melayu. Negara ini pada awalnya merupakan kesultanan 

Melayu sebelum menjadi jajahan Inggris. Sebelum Merdeka secara penuh pada tahun 1984, Brunei merupakan 

negara protektorat Inggris (Saunders, 2013). Brunei menganut falsafah Melayu Islam Beraja (MIB). MIB merupakan 

ideologi yang dianut resmi oleh Kerajaan Brunei Darussalam yang disahkan pada waktu proklamasi kemerdekaan 

Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984 (Putra, 2021). Walaupun dalam proklamasinya menyebut dirinya sebagai 

negara demokratik, Brunei di bawah kepemimpinan Sultan Hasanoel Bolkiah tidak pernah menggelar pemilihan 

umum, tidak memiliki parlemen, tidak memiliki barisan oposisi, dan seluruh anggota kabinet ditunjuk oleh Sultan 

Bolkiah (Müller, 2018). Negara ini menjadikan hukum Islam sebagai dasar hukum negara dan juga mengadopsi 

beberapa aspek hukum Inggris dalam birokrasi dan pemerintahan.   

 Mauritania adalah sebuah negara kecil di Afrika Barat yang menetapkan dirinya sebagai Republik Islam 

Mauritania. Merdeka tahun 1960 negeri ini berpenduduk mayoritas muslim sunni bermazhab Maliki. Menganut 

Islam sejak abad ke-8 membuat Mauritania menjadi negara yang memiliki pengaruh Islam yang dalam. Namun, 

akibat penjajahan Perancis di Mauritania, selain memberlakukan hukum syariah juga memiliki sistem hukum sipil 

Perancis (Pettigrew, 2019). Sementara di Kawasan Teluk, tidak diragukan lagi bahwa negara-negara kecil yang kaya 

minyak seperti Kuwait, Oman, Uni Emirat, Bahrain, Qatar merupakan negara-negara yang menjadikan syariat 

Islam sebagai hukum utama mereka disamping adat kebiasaan mereka yang juga bersumber dari syari’ah. Di 

Kuwait misalnya, negara ini memiliki kodifikasi hukum syari’ah berdasarkan Mazhab Hanafi peninggalan 

kekhalifahan ustmaniah (Al-Moqatei, 1989). 

   

B. Relasi Sekuleristik 

Turki atau Republik Turki merupakan negara yang unik karena berada dalam dua benua, Asia dan Eropa. 

Mayoritas penduduknya beragama Islam dan pernah menjadi kekhalifahan terbesar ketiga di dunia Islam setelah 

kekhalifahan ummayyah dan abbasiyah. Turki menjadi republik sekuler sejak kejatuhan khalifah ustmaniyah pada 

tahun 1924 oleh Musatafa Kemal Ataturk, seorang pemimpin militer Turki modern. Atatruk menetapkan 

sekulerisme sebagai ideologi Turki dan melarang kegiatan keagamaan di ruang publik. Kemal melarang azan dan 

shalat dalam Bahasa Arab, melarang penggunaan simbol-simbol Islam, serta memaksakan gaya hidup Barat. Hal 

itu merupakan beberapa program besar Kemal dalam rangka melakukan sekularisasi masyarakat Islam di Turki 

pasca kekhalifahan (Hidayat, 2015).  

Hal ini menimbulkan perlawanan dari umat Islam di Turki. Gelombang kebangkitan Islam di Turki mulai 

terlihat sejak munculnya partai politik seperti AKP dengan tokoh-tokohnya seperti Erbakan dan kemudian 

Erdogan. Erdogan bahkan dianggap telah bergerak untuk mengembalikan kembali pengaruh Islam di Turki 

modern. Erdogan yang sudah berkuasa lewat pemilu lebih dari tiga periode dianggap sebagai simbol kemunduran 

sekularisme Turki. Tahun 2021, Erdogan membuka kembali Mesjid Agia Shopia (bekas gereja Kristen Ortodok di 
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Istanbul) setelah ditutup selama puluhan tahun. Walaupun dipandang sebagai pembawa gagasan Islamisasi di 

Turki, Ahmet T Kuru menjelaskan bahwa partai AKP, Erbakan dan Erdogan tidak melakukan penyimpangan dari 

rezim sekulerisme Turki seperti yang ada dalam konstitusi Turki. Mereka tetap mempertahankan sekulerisme 

Turki sebagaimana konstitusi Turki tetapi menolak model sekulerisme Kemal Ataturk yang sangat radika 

(Kuru,2008).  

Negara muslim lainnya yang menganut paham sekuler adalah negara-negara bekas Uni Soviet. Pada 

tahun 1991, negara sosialis komunis terkuat di dunia pecah dan menjadi negara-negara baru. Dari 15 negara yang 

menjadi anggota negara federasi Uni Soviet, enam diantaranya adalah negara berpenduduk mayoritas muslim. 

Negara-negara yang terletak di Asia Tengah tersebut adalah Azerbaijan, Kazakhtan, Kyrgistan, Tajikistan, 

Turkmenistan, dan Uzbekistan. Setelah merdeka dari Uni Soviet negara-negara tersebut berubah menjadi negara 

sekuler, bukan negara Islam (Ergun & Çitak, 2020). Namun, sebagian warga negaranya masih tetap 

mempertahankan budaya Islam dan mempraktikkan ajaran Islam dalam beberapa aspek kehidupan (Rowe, 2016).  

Di Eropa, negara-negara berpenduduk muslim seperti Bosnia Herzegovina, Kosovo dan Albania 

merupakan negara sekuler. Namun demikian, negara-negara tersebut memberikan kebebasan kepada umat Islam 

untuk menjalankan ajaran Islam dalam kerangka negara sekuler (Dillioğlu, 2019). Albania juga memberikan 

kesempatan kepada warga negara muslim untuk menjalankan Islam dalam kerangka negara sekuler yang mereka 

anut (Jazexhi, 2018).  Kawasan ini juga disebut sebagai kawasan Balkan. Kawasan ini merupakan medan perebutan 

utama antara kekhalifahan Turki Utsmani, Kristen Ortodok dan Roman Katolik selama berabad-abad. Pengaruh 

kekhalifahan Utsmani sangat kuat di kawasan ini setelah mayoritas penduduknya berpindah memeluk Islam. 

Walaupun kemudian negeri-negeri Balkan ini memerdekakan diri atas dasar nasionalisme dari Turki dan sebagaian 

kembali ke agama Ortodok, tetapi pengaruh Islam masih cukup kuat. Pada periode Komunis, peran agama di 

kawasan ini ditekan sangat kuat. Baru setelah komunisme runtuh di Eropa, agama mulai bernapas kembali di ruang 

publik dalam kerangka negara sekuler (Waardenburg, 1997).    

C. Relasi Simbiotik 

Dengan menggunakan observasi literatur dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan contoh ideal dari 

implementasi paradigma relasi simbiotik antara Islam dan negara. Negara Pancasila atau “the Pancasila State” 

adalah istilah yang dipakai oleh sejumlah analis politik Indonesia dari luar (Weatherbee, 1985). Pancasila 

memberikan ruang yang luas bagi agama lewat sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada masa Orde Baru 

(1966-1998), Pancasila menjadi ideologi yang sangat kuat karena selain dijadikan sebagai sumber dari segala 

hukum, juga ditanamkan dalam format Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di 

seluruh tingkat pendidikan, birokrasi dan pemerintahan secara luas (Morfit, 1981). Di Indonesia, Islam bersama 

agama lainnya seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha ditetapkan sebagai agama resmi negara. Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama (Handayani, 2009). Islam menjadi salah satu 

sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional di samping hukum Barat dan hukum adat (Mallarangan, 

2008). Sejumlah aturan hukum nasional di Indonesia dilandaskan pada hukum Islam seperti hukum perkawinan, 
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muamalat dalam bentuk perbankan Islam dan zakat, penyelenggaraan haji dan pemberlakuan hukum Islam di 

Aceh, sebuah provinsi di ujung Sumatera yang terkenal memiliki keyakinan yang kuat terhadap Islam. Hubungan 

Islam dan negara ini juga disebut sebagai bentuk konkrit dari konsep “religious nation-state” atau negara kebangsaan 

yang beragama seperti yang ditegaskan oleh Prof Mahfud MD. Untuk mengurus agama, negara membentuk 

sebuah kementerian yang langsung menyebutnya sebagai kementerian agama, bukan kementerian wakaf atau 

istilah lain seperti di negara Timur Tengah. Kementerian agama memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan negara (Sinaga, dkk, 

2022).     

Di Malaysia, agama Islam menjadi agama resmi negara. Tetapi hukum Malaysia terbagi dalam dua kamar, 

yaitu hukum syariah dan hukum sipil Inggris.  Hukum Islam di sana lebih banyak mengatur masalah hukum 

keluarga, sementara hukum jinayah lebih banyak merujuk kepada sistem hukum Inggris. Isu Malaysia sebagai 

“negara Islam” kerap dimunculkan sebagai isu kampanye dalam setiap pemilihan raya (pemilu). Bahkan, partai 

nasionalis Melayu yang sekuler, seperti UMNO pun pernah menyebutkan bahwa Malaysia adalah negara Islam 

(Saravanamuttu, 2010).  Sementara Partai Islam Malaysia (PAS) sudah dari dulu menyerukan supaya Malaysia 

harus dibentuk sebagai negara Islam. Faktanya, definisi tentang negara Islam terus menjadi perdebatan dan 

perbedaan sudut pandang dalam politik Malaysia (Tong, 2007). Dengan melakukan observasi terhadap 

kemajemukan kaum dan agama di Malaysia, negara ini dapat disebut sebagai negara yang menjalankan paradigma 

simbiotik antara Islam dan negara. Islam menjadi sumber hukum dan nilai dalam penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan di Malaysia.  Namun, bentuknya berbeda dengan Indonesia. Malaysia menempatkan posisi mufti 

Islam secara formal dalam sistem politiknya dengan sebutan mufti negara yang memberikan fatwa terhadap 

masalah keagamaan Islam secara formal (Ibrahim, dkk, 2015).   

Kesimpulan 

Impementasi bentuk dan pola relasi Islam dan negara di berbagai negara muslim tidak seragam dan 

memiliki banyak varian. Pada paradigma integralistik, variannya tidak tunggal karena dipengaruhi oleh sistem 

politik yang juga tidak sama. Negara-negara monarki absolut seperti Saudi Arabia lebih mudah untuk 

melaksanakan model integralistik karena faktor sejarah, budaya, sistem politik, konfigurasi politik dan posisi 

kultural negara tersebut sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia. Sementara di Pakistan yang berbentuk republik 

parlementer, tidak mudah menerapkan syariat Islam, karena harus diadopsi dalam konstitusi Pakistan yang 

dibentuk berdasarkan hasil kompromi politik. Demikian juga halnya negara-negara Islam di Afrika Barat dan 

Teluk, yang mayoritasnya merupakan bekas jajahan Barat, yang mau tidak mau harus menerapkan hukum sipil 

lainnya sebagai pelengkap bagi hukum Islam yang menjadi hukum negara. Dampak kolonialisme menjadi sangat 

signifikan walaupun dalam negara yang menyebut dirinya sebagai Republik Islam. Iran merupakan bentuk lain 

dari Republik Islam karena secara paham keagamaan memiliki perbedaan dengan mayoritas negara Islam sunni. 

Iran menerapkan hukum Islam versi Syiah yang dianggap tidak sejalan dengan keyakinan kaum sunni. Kekuasaan 

tertinggi dalam sistem politik Iran ada di tangan para ulama yang tergabung dalam konsep velayat al-faqih. 
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Ketidakseragaman varian relasi Islam dan negara juga ditemukan pada negara-negara muslim yang menerapkan 

paradigma sekuler. Ada yang menerapkan paham sekuler secara radikal seperti Turki di bawah paham Kemalisme. 

Ada juga yang memberikan ruang luas bagi perkembangan Islam tetapi dalam kerangka negara sekuler. Pada 

paradigma simbiotik, variannya juga berbeda-beda. Indonesia dan Malaysia memiliki pola yang berbeda dalam 

menempatkan Islam. Di Malaysia, hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional di samping hukum 

sipil Barat. Tetapi di Indonesia, Islam ditempatkan sebagai sumber hukum bersama dengan sumber hukum lainnya. 

Di Indonesia, negara mengahadirkan dirinya untuk mengurus agama dalam bentuk kementerian agama. Pancasila 

menjadi dasar negara dengan sila ketuhanan di urutan pertama untuk menegaskan bahwa Indonesia bukan negara 

Islam dan bukan pula negara sekuler, tetapi negara kebangsaan yang religius.   
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